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Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah 
perangkat daerah yan dibentuk untuk menegakan peraturan daerah dan peraturan 
kepala daerah, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta 
menyelenggarakan perlindungan masyarakat. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tugas dan 
wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan Perda Kota Bandar 
Lampung ? dan bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap peran Satuan Polisi 
Pamong Praja dalam menegakan Perda Kota Bandar Lampung? Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mendeskripsikan tugas dan wewenang Satuan Polisi Pamong 
Praja sebagai penegak Perda Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang 
ketenteraman dan ketertiban umum serta analisis berdasarkan fiqh siyasahnya.      
Penelitian ini penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang 
mengangkat data dan permasalahan yang ada di lapangan atau kepada responden 
khususnya pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung. Penelitian ini 
merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk 
membuat suatu deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis atau objektif 
mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta keterkaitan antara unsur-unsur 
mengenai objek yang di teliti. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu 
metode observasi, wawancara dan dokumentasi.                                            
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Tugas dan 
wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan Perda Kota Bandar 
Lampung mempunyai acuan yaitu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan 
Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berkaitan dengan 
penegakan peraturan Daerah Kota Bandar Lampung, Langkah yang ditempuh 
yaitu dengan berpedoman pada pelaksanaan Teknis Operasional Pembinaan 
Ketentraman dan Ketertiban umum dengan bekerjasama dengan aparat Penertiban 
lainnya. Kendala yang dialami yaitu mengenai mekanisme penjatuhan sanksi dan 
kualias sumber daya manusia, hambatan juga berasal dari kurangnya pemahaman 
terhadap Perda Kota Bandar Lampung serta sarana dan prasarana baik dalam 
bentuk kendaraan dinas maupun bantuan dana operasional. Solusi yang dilakukan 
oleh Satpol PP untuk menatai kendala tersebut dengan mengadakan sosialisasi dan 
penyuluhan langsung kepada Masyarakat Kota Bndar Lampung dan melakukan 
evaluasi secara menyeluruh kepada penegak hukum.                                
Berdasarkan Analisis fiqh siyasah yang didalamnya terdapat ajara Agama 
Islam yang mengajarkan kebaikan demi ketentraman dan ketertiban umum 
sebagaimana dalam Q.S An-Nisaa’-58 Satuan Polisi Pamong Praja belum mampu 
memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat Kota Bandar Lampung. 
Diantara tugas dan wewenang tugas dan wewenang Satpol PP yakni mewujudkan 
ketentraman dan ketertiban umum ,Aparat Satpol PP belum memberikan 
pelayanan yang baik dalam melaksanakan perannya dan belum sepenuhnya sesuai 
dengan prinsip maslahah mursalah yakni dalam prinsip fiqh siyasah yang 
semestinya ditegakan yakni  prinsip menyelenggarakan keadilan, prinsip 
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Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih dahulu akan 
diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung didalamnya agar tidak 
terjadi kesalahan dan kerancuan persfektif dalam memahami proposal skripsi ini.
Skripsi ini berjudul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Tugas Dan 
Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan 
Ketertiban Di Kota Bandar Lampung (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja 
Kota Bandar Lampung)” Untuk lebih memahami maksud dari penulisan tersebut, 
maka penulis akan memaparkan istilah atau kata-kata yang penting dalam judul 
tersebut yang berlandaskan teori dengan sumber-sumber yang dapat di 
pertanggung jawabkan agar tidak menimbulkan kesalah fahaman dalam 
memberikan pengertian bagi para pembaca sebagai berikut :
1. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagian dan 
penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian yang tepat dan 
pemahaman  arti keseluruhan; kupasan mengenai suatu soal.1
2. Fiqh siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan 
pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi 
mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri2
                                                          
1J.C.T. Simorangkir, Rudi Erwin, J.T Prasetyo,Kamus Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 
2000) h. 8.
2 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam 
(Jakarta:Prenadamedia Group,2014) h.4.
3. Tugas adalah kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan 
tanggung jawab, pekerjaan yang dibebankan, perintah untuk membuat atau 
melaksanakan sesuatu, fungsi, jabatan.3
4. Wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak, kewenangan, 
kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan 
tanggung jawab kepada orang lain.4
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah 
perangkat daerah yang dibentuk unuk menegakan peraturan daerah dan 
peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban 
umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.5
6. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan 
dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan 
masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan 
teratur.6
Berdasarkan beberapa penegasan, maka yang dimaksud dengan penelitian 
ini yaitu studi yang mendeskripsikan tentang tugas dan wewenang Satuan Polisi 
Pamong Praja sebagai penegak Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang ketentraman 
dan ketertiban umum di Kota Bandar Lampung berdasarkan Fiqh Siyasah. (Studi 
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung) adalah suatu kajian 
mengenai suatu kewenangan yang dipunyai sebuah perangkat daerah yang 
                                                          
3Eko Hadi Wiyono, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap (Jakarta: Palanta, 2007), h. 610. 
4Partemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta 
: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1560.
5Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 
1 ayat (1)
6Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 
Ayat (5).
dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 
1945 yang berfungsi untuk menegakan ketentraman dan ketertiban umum serta 
perlindungan masyarakat yang diatur oleh peraturan daerah dan dianalisis 
bedasarkan perspektif Fiqh siyasah.
B. Alasan Memilih Judul
Ada beberapa alasan yang menarik, sehingga penulis terdorong untuk 
membahas masalah ini dalam bentuk karya ilmiah, antara lain :
1. Alasan Objektif
a. Karena Indonesia adalah negara hukum dimana segala tindakan 
masyarakat yang melanggar akan dikenakan hukuman yang sesuai 
dengan perbuatannya.
2. Alasan Subjektif
a. Penelitian ini sesuai dengan jurusan yang ditekuni, yaitu Siyasah
b. Tersedianya berbagai literatur yang menunjang untuk menyelesaikan 
proposal skripi ini.
c. Untuk menambah pengetahuan tentang tugas dan fungsi Satuan Polisi 
Pamong Praja.
C. Latar Belakang Masalah
Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu jenis peraturan perundang-
undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan 
Pancasila, Fungsi nya sangat strategis yaitu sebagai instrumen kebijakan untuk 
melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 
Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah. Melihat dari fungsinya yang sangat 
penting tersebut, maka diperlukan komitmen yang kuat dan kepemimpinan yang 
konsisten dari pemerintah pusat.7
Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan 
daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, 
untuk meningkatnya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan 
dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. 
Untuk melaksanakan tujuan tersebut maka pada daerah perlu diberikan 
kewenangan-kewenangan untuk melaksanakan sebagai urusan pemerintahan 
sebagai urusan rumah tangganya.8
Di era otonomi daerah seperti sekarang ini, keberadaan Perda sangat 
penting untuk mengatur warganya untuk menjadi warga negara yang tertib dan 
sadar hukum membantu penegak hukum dalam bidang terutama yang berkaitan 
dengan ketentraman dan ketertban umum dan perlindungan masyarakat.
Menurut Ryaas Rasyid, diantara tantangan yang paling serius adalah 
berkenaan dengan pengembangan fungsi-fungsi pemerintahan melalui pemberian 
lebih banyak kewenangan kepada daerah peningkatan kepemimpinan daerah 
untuk secara kreatif dan optimal mendayagunakan kewenangan-kewenangan yang 
telah dilimpahkan oleh pemerintah nasional seperti yang terperinci dalam PP 
                                                          
7Ryaas Rasyid, Pesentralisasi dan Otonomi Daerah :Otonomi Daerah Latar 
Belakangdan Masa Depannya, (Jakarta: Lipi Press,2007) h.12.
8Ateng Syarfudin,Titik Berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II dan 
Perkembangannya,Cet.II,(Badung:Mandar Maju,1991)h.7.
Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan 
Propinsi Sebagai Daerah Otonom.9
Hukum menetapkan apa yang harus dilakuan dan apa yang tidak boleh 
dilakukan. Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh 
setiap masyarakat peralatan penegakan hukum mempunyai konotasi penegakan 
melaksanakan ketentuan didalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih 
luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan 
konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan proses penegakan hukum dalam 
kenyataan yang memuncak pada pelaksanaan oleh pejabat penegak hukum itu 
sendiri10
Penegak hukum merupakan yang secara konkret adalah berlakunya hukum 
dalam praktik sebagaimana seharusnya patut untuk dipatuhi. Oleh karena itu, 
memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan in concreto dalam 
mempertahankan dan menjamin serta ditaatinya hukum.11
Aparat pemerintahan dalam hal ini penegak hukum mempunyai tugas dan 
wewenang untunk menjunjung tinggi hak asasi manusia yang diantaranya adalah 
menjaga ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat yang mungkin saja 
didalamnya terdapat menyebabkan kekacauan dalam masyarakat itu sendiri 
penegak hukum disini antara lain kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan juga 
termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang merupakan aparat 
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pengemban penegakan hukum non yustisial di daerah. Sehubungan dengan 
adanya Perda Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang ketentraman 
dan ketertiban umum maka perlu dilandaskan pembinaan ketentraman dan 
ketertiban umum secara terencana dan terpadu.
Untuk dapat terciptanya suatu kondisi ketentraman dan ketertiban umum 
yang mantap di daerah, perlu diadakan suatu pembinaan yang meliputi segala 
usaha, tindakan, pengaruh serta pegadilan segala sesuatu yang berkaitan dengan 
ketentraman dan ketertiban umum. 
Memperhatikan tugas dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja, maka 
mereka dituntut untuk memperbaiki dan menyelenggarakan berbagai sektor yang 
masih lemah dengan mempertahankan dan meningkatkan serta memelihara yang 
sudah mantap melalui suatu pola pembinaan yang tepat dan lebih konkret sebagai 
Satuan Polisi Pamong Praja, Sehingga peran Satuan Polisi Pamong Praja dapat 
lebih dirasakan manfaatnya disemua bidang termasuk pembangunan pemerintahan 
dan kemasyarakatan, menyadari bahwa laju pembangunan dimasa mendatang 
cenderung terus meningkat kapasitas maupun intensitasnya serta semakin 
komplek masalahnya, maka akan membawa dampak terhadap kehidupan 
masyarakat dengan tingkat kebutuhan yang cenderung semakin meningkat pula.
Sehubungan dengan hal tersebut, guna memberikan landasan hukum 
dalam pengaturan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum agar dapat 
memenuhi kepentingan pemerintah daerah serta melindungi masyarakat
diperlukan peraturan tentang pengaturan dan pembinaan masyarakat yang 
dituangkan dalam Peraturan Daerah. 
Pelaksanakan kewenangan alat-alat perlengkapan negara dengan 
sendirinya menimbulkan hubungan-hubungan, yang disebut hubungan hukum. 
Satuan Polisi Pamong Praja sebagai bagian perangkat daerah diatur oleh berbagai 
ketentuan terutama ketentuan hukum khususnya hukum administrasi pemerintah 
daerah mempunyai kedudukan yang strategis. Keberadaan Satpol PP makin 
dirasakan ditengah-tengah masyarakat.
Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak Perda, penyelenggara 
ketentraman dan ketertiban umum sering kali harus berhadapan dengan 
masyarakat, badan hukum, dan bahkan aparatur yang tidak memahami Perda 
maupun kewenangan Satpol PP sebagai penegak Perda dan penyelenggara 
ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
Aktivitas Satuan Polisi Pamong Praja tidak pernah luput dari perhatian 
publik, mengingat segala aktivitasnya dengan mudah diketahui melalui 
pemberitaan di masa media, baik cetak maupun elektronik. Sayangnya, image 
yang terbentuk dalam masyarakat atas sepak terjang aparat Satuan Polisi Pamong 
Praja sangat jauh dari sosok ideal, yang sejatinya menggambarkan aparatur 
pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi norma 
hukum, norma agama, Hak Asasi Manusia dan norma-norma sosial lainnya yang 
hidup dan berkembang di masyarakat.
Adanya gambaran miring terhadap sosok aparat Satuan Polisi Pamong 
Praja tidak lain dan tidak bukan karena seringnya masyarakat disuguhi aksi-aksi 
represif, namun terkesan arogan dari aparat daerah tersebut saat menjalankan 
perannya dalam memelihara dan menyelenggarakan keamanan dan ketertiban 
umum. Diberikannya kewenangan pada Satuan Polisi Pamong Praja untuk 
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bukanlah tanpa alasan. Namun, 
didukung oleh dasar pijakan yuridis yang jelas untuk membantu kepala daerah 
dalam menegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman 
masyarakat, Oleh karena itu Satuan Polisi Pamong Praja diamanahkan untuk 
menjalankan tugasnya dengan baik sebagaimana yang telah tercantum dalam 
Surat Al-Nisa (4) Ayat 58.
ِت إِلَٰىٓ أَۡھلِھَا َوإَِذا َحَكۡمتُم بَۡیَن ٱلنَّاِس أَن تَۡحُكُموْا  نَٰ وْا ٱۡألََمٰ َ یَۡأُمُرُكۡم أَن تَُؤدُّ َّ َ ۞إِنَّ ٱ َّ  بِٱۡلَعۡدِلۚ إِنَّ ٱ
ا بَِصیٗرا  َ َكاَن َسِمیَعۢ َّ ا یَِعظُُكم بِِھۦٓۗ إِنَّ ٱ  ٥٨نِِعمَّ
Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 
hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 
kepadamu. Sesungguhya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha 
Melihat”.12
D. Fokus Penelitian
Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan tugas dan wewenang Satuan 
Polisi Pamong Praja dalam menegakan Perda Kota Bandar Lampung. Hal ini 
mengingat betapapun idealnya tugas dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja 
dalam menegakan Perda, Tetapi pada tataran pelaksanaannya belum tentu sesuai 
antara yang seharusnya dengan fakta yang sesungguhnya, maka pelaksanaaan 
tugas dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak Perda belum 
efektif atau belum bisa berjalan sebagimana mestinya.
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E. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dapat 
dibuat beberapa rumusan masalah yang akan menjadi bahasan, yaitu :
1. Bagaimana tugas dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam 
menegakan Perda Kota Bandar Lampung ?
2. Bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap peran Satuan Polisi Pamong Praja 
dalam menegakan Perda Kota Bandar Lampung ?
F. TujuanPenelitian
Sebagaimana diketahui bahwa setiap langkah dan usaha untuk bentuk 
apapun mempunyai suatu tujuan, begitu pula dalam hal ini. Penelitian ini 
bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan 
sebagai berikut :
a. Untuk mendeskripsikan tugas dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja
sebagai penegak Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang ketentraman dan
ketertiban umum di Kota Bandar Lampung.
b. Untuk mengetahui tentang analisis fiqh siyasah terhadap peran Satuan
Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum di Kota Bandar Lampung.
G. Signifikansi Penelitian
Berdasarkan fokus kajian dan tujuan penelitian, maka diharapkan 
penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut :
1. Manfaat teoritis
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebaga hazanah 
pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan 
hukum tata negara.
b. Untuk memberikan sumbangan pengetahuan tentang hukum, khususnya 
yang berkaitan dengan hukum islam dilingkungan akademis perguruan 
tinggi dan sumbangan pembendaharaan pustaka dalam ilmu hukum tata 
negara.
c. Untuk menambah refrensi bahan literatur atau pustaka khususnya dalam 
memahami kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan 
Perda di Kota Bandar Lampung berdasarkan fiqh siyasah.
2. Manfaat Praktis
a. Memberikan wawasan kepada penulis dan dalam rangka meningkatkan 
disiplin ilmu yang akan dikembangkan sesuai dengan bidang studi.
b. Memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat luas terutama 
setiap orang yang ingin memperdalam ilmu hukum tata negara disetiap 
perguruan tinggi di fakultas syariah dan hukum.
c. Diharapkan dapat membawa hasil yang dijadikan bahan masukan bagi 
para pihak yang berkaitan dengan penegakan ketentraman dan 
ketertiban umum di Kota Bandar Lampung.
H. Metode Penelitian
Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan 
menggunakan fikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan 
penelitian sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang 
dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan 
kebenaran.13 Menurut Kartini kartono, metode penelitian adalah : “cara berfikir 
dan membuat yang dipersiapkan secara baik untuk mengadakan penelitian dan 
untuk mencapai tujuan penelitian”.14
Berdasarkan keterangan tersebut diatas, maka metode penelitian yaitu 
suatu ilmu pengetahuan yang membahas cara-cara yang digunakan dalam 
mengadakan penelitian yang berfungsi sebagai acuan atau cara yang dilakukan 
untuk mendapatkan informasi dalam melaksanakan suatu perintah ilmiah sumber 
data.Untuk mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan metode yang 
mampu menghantarkan penelitian mendapat data yang valid dan otentik. Adapun 
metode yang digunakan sebagai berikut :
1. Pendekatan dan Prosedur Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam proposal skripsi ini 
adalah jenis penelitian lapangan (Field research). Menurut Kartini 
Kartono, Penelitian lapanganyaitu penelitian lapangan yang dilakukan 
dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.15  Penelitian lapangan 
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Maju,1996),h.15.
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bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan 
sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok dan lembaga 
masyarakat.16 Jadi penelitian lapangan adalah penelitian yang mengangkat 
data dan permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat yang 
langsung dilakukan di lapangan atau kepada responden.
2. Desain Penelitian
Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, 
yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat suatu deskripsi, gambaran 
atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, 
ciri-ciri serta keterkaitan antara unsur-unsur mengenai subjek yang diteliti. 
Lebih lanjut Winarno Sukarmad menyatakan bahwa metode penyelidikan 
deskriptif lebih tepat untuk mejelaskan data pada waktu sekarang.17
Menurut Amirrudin dan Zainal Asikin, Penelitian desktiptif bertujuan 
menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, 
atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, 
atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan 
gejala lain dalam masyarakat.18
3. Partisipan dan tempat penelitian
Partisipan dan tempat penelitian adalah darimana data dapat 
diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi 
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menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder yang 
diperoleh melalui langka library research, yaitu buku-buku yang relevan 
dengan skripsi ini, dan field research atau penelitian lapangan, Metode ini 
penulis gunakan untuk mendapatkan data primer dan data skunder.
a. Data primer yaitu data pokok dalam penelitian yang langsung diperoleh 
melalui data lapangan. Yakni data yang diperoleh di kantor Satuan 
Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung melalui ketua, sekretaris 
dan anggota Satuan polisi Pamong Praja kota Bandar Lampung.
b. Data sekunder yaitu data penunjang dari data primer yang diperoleh 
melalui buku-buku dan dokumen maupun lainnya yang berkaitan 
dengan permasalahan yang ada, Seperti Peraturan daerah dan Peratuan 
perundang-undangan.
4. Prosedur Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
a. Observasi
Observasi adalah cara dan teknis pengumpulan data dengan 
melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 
gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.19 Pengumpulan 
data dengan observasi langsung yaitu dengan cara pengambilan data 
dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain 
untuk keperluan tersebut.20Observasi yang dilakukan yaitu dengan 
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menamati tindakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam 
menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum.
b. Metode Interview
Menurut Margono, metode interview merupakan alat pengumpulan 
informasi dengan cara menyajikan sejumlah pertanyaan secara lisan 
untuk dijawab secara lisan juga.21 Sedangkan menurut Mardalis, 
Interview adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti 
untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-
cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan 
keterangan kepada si peneliti.22
Berdasarkan pendapat diatas, maka jelaslah bahwa interview adalah 
proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara 
tanya jawab secara lisan dengan orang yang dapat memberikan 
keterangan, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara 
dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang 
dinamakan interview guide (panduan wawancara) dengan pihak terkait 
mengenai pengaturan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum 
Satuan Polisi Pamong Praja di kota Bandar Lampung.
Adapun yang menjadi obyek dalam sumber data ini adalah pihak 
yang terkait yang berkompeten, yaitu : Pimpinan Kantor Polisi Pamong 
Praja di Kota Bandar Lampung (Kepala atau Sekretaris Satpol PP Kota 
Bandar Lampung), Kepala Seksi Ketentraman dan ketertiban umum, Kepala 
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seksi penegakan peraturan daerah di Kota Bandar Lampung, Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang terkait dengan penelitian ini dan 
beberapa orang anggota yang bertugas dilapangan.
Pihak tersebut dipilih peneliti dengan alasan karena pihak-pihak 
tersebut berkompeten di kantor Polisi Pamong Praja dan masyarakat guna 
memenuhi kevalidan penelitian, Data yang diperlukan dalam penelitian ini 
yaitu bersumber dari informasi Kantor Polisi Pamong Praja Kota Bandar 
Lampung, Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara langsung 
pada pihak yang berprofesi sebagai Satuan Polisi Pamong Praja Kota 
Bandar Lampung dan ditinjau dari pandangan fiqh siyasah.
c. Metode Dokumentasi
Dokumentasi adalah kumpulan data variabel yang terbentuk tulisan,23
atau “mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan 
masalah variabel yang bersumber dari dokumen berupa catatan, seperti 
buku, jurnal, surat kabar, majalah, asati, notulen rapat dan sebagainya.
d. Focus Group Discussion
Focus group discussion adalah teknik pengumpulan data yang 
umumnya dilakukan pada penelitian kualitatif dengan tujuan menemukan 
makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok. Focus group 
discussion dalam penelitian ini adalah pada pelaksanaan tugas dan 
wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan Perda Kota 
Bandar Lampung
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5. Prosedur Analisis Data
Data yang dianalisis secara kualitatif yaitu upaya-upaya sistematis 
dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk 
memperoleh gambaran yang lengkap, tentang keadaan hukum yang 
berlaku ditempat tertentu yang terjadi dalam msyarakat termasuk 
didalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingin tahuan 
peneliti pada suatu yuridis atau cara untuk mencari kebenaran dan 
memperoleh pengetahuan. Analisa data ini menggunakan instrument 
analisis induktif.
Metode induktif, yakni analisis yang mempelajari suatu gejala yang 
khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang 
lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.24 Metode ini digunakan 
dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan 
Analisis fiqh siyasah terhadap tugas dan wewenang Satuan Polisi Pamong 
Praja dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum  dikota 
Bandar Lampung.
6. Pemeriksaan Keabsahan Data
Strategi yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan 
triagulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 
sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau 
pembanding terhadap data itu. Triagulasi antar peneliti dilakukan dengan 
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1. Asas-Asas Pemerintah Daerah Menurut Peraturan Perundang-
Undangan
a. Asas Desentralisasi 
Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
pengertian desentralisasi adalah penyerahan wewenang 
pemerintahan oleh Pemerintah kepada darah otonom untuk mengatur 
dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.25
Desentralisasi adalah strategi mendemoktatisasi sistem politik 
dan menyelaraskan pencapaian pembangunan berkelanjutan yang 
merupakan isu yang selalu ada dalam praktek administrasi publik.26
Desentralisasi adalah asas penyelenggaraan pemerintah yang 
dipertentangkan dengan sentralisasi. Desentralisasi menghasilkan 
pemerintahan lokal Local goverment, disana terjadi”...a “superior” 
goverment one encompassing a large jurisdiction-assigns 
responsibility, authority, or function to ‘lower’ govrment uni-one 
encompassing a smaller jurisdiction-that is assumed to have some 
degree of authonomy. Adanya pembagian kewenangan serta 
tersedianya ruang gerak yang memadai untuk memaknai 
kewenangan yang diberikan kepada unit pemerintahan yang lebih 
                                                          
25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasa 1 Ayat (5)
26Zuhraini, Tata Negara Indonesia Dalam Kajian Terhadap Lembaga Negara Pasca 
Amandemen, (Depok :Fakultas syari’ah, 2010), h. 199.
rendah (pemerintah lokal), merupakan perbedaan terpenting antara 
konsep desentralisasi dan sentralisasi.Namun perbedaan konsep yang 
jelas ini menjadi remang-remang tatkala diterapkan dalam dinamika 
pemerintahan yang sebenarnya.
Menurut Henry Maddick, desentralisasi mencakup proses 
desentralisasi dan devolusi, merupakan pengalihan kekuasaan secara 
hukum untuk melaksanakan fungsi yang spesifik maupun residual 
yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Perbedaan ini muncul 
dari pemaknaan terhadap istilah dari desentralisasi itu sendiri.Para 
pakar politik berpendapat bahwa dianutnya desentralisasi adalah agar 
kebijakan pemerintah tepat sasaran, dalam arti sesuai dengan kondisi 
wilayah serta masyarakat setempat.27
Definisi desentralisasi menurut beberapa pakar berbeda 
redaksionalnya, tetapi pada dasarnya mempunyai arti yang sama. 
Menurut Joeniarto, desentralisasi adalah memberikan wewenang dari 
pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan 
mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya 
sendiri.28Amrah muslimin mengartikan desentralisasi adalah 
pelimpahan wewenang pada badan-badan dan golongan-golongan 
dalam masyarakat dalam daerah tertentu untuk mengurus rumah 
tangganya sendiri. Irawan Soejito, mengartikan desentralisasi adalah 
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pelimpahan kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk 
dilaksanakan.
Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang 
Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah Pasal 1 butirb, desentralisasi 
adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah 
tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya, dan 
dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah Pasal 1 Angka 7, mengartikan desentralisasi adalah 
penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam 
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sementara itu, menurut Koswara mengemukakan bahwa 
pengertian desentralisasi pada dasarnya mempunyai makna bahwa 
melalui proses desentralisasi urusan-urusan pemerintahan yang 
semula termasuk wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat 
sebagian diserahkan kepada badan/lembaga pemerintah daerah agar 
menjadi urusan rumah tangganya sehingga urusan tersebut beralih 
kepada dan menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah 
daerah. Prakarsa untuk menentukan prioritas, memilih alternatif, dan 
mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan daerahnya, 
baik dalam hal menentukan kebijaksanaan, perencanaan, maupun 
pelaksanaan sepenuhnya diserahkan kepada daerah.Demikian pula 
hak yang menyangkut pembiayaan dan perangkat pelaksana, baik 
personel maupun alat perlengkapan sepenuhnya menjadi 
kewenangan dan tanggungjawab daerah yang bersangkutan. Proses 
desentralisasi ini juga berlaku bagi Pemerintah Daerah Tingkat I 
terhadap Pemerintah Daerah Tingkat II.
Desentralisasi merupakan cara sebuah rezim atau negara untuk 
menghadirkan suatu sistem yang lebih mencerminkan nilai-nilai 
demokratis, karena sebagian kewenangan telah diserahkan kepada 
pemerintah lokal (daerah) untuk terlibat aktif dalam merespon hal-
hal yang berkaitan erat dengan kehidupan rakyat di daerah. 
Desentralisasi sebagai suatu sistem yang dipakai dalam bidang 
pemerintahan merupakan kebalikan dari sentralisasi. Dalam sistem 
sentralisasi, kewenangan pemerintah baik di pusat maupun daerah, di 
pusatkan dalam tangan pemerintah pusat. Pejabat-pejabat daerah 
hanya melaksanakan kehendak pemerintah pusat. Dalam sitem 
desentralisasi, sebagai kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan 
kepada pihak lain untuk dilaksanakan.
Desentralisasi ketatanegaraan dibagi lagi menjadi dua bagian, 
yaitu Desentralisasi teritorial (territiriale decentralisatie), adalah 
pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga 
daerah masing-masing (otonom) dan desentralisasi fungsional 
(funcionale decentralisatie), yaitu pelimpahan kekuasaan untuk 
mengatur dan mengurus sesuatu atau beberapa kepentingan tertentu. 
Dalam desentralisasi semacam ini di kehendaki agar kepentingan-
kepentingan tertentu di selenggarakan oleh golongan-golongan yang 
bersangkutan sendiri.Kewajiban pemerintah dalam hubungan ini 
hanyalah memberikan pengesahan atas segala sesuatu yang telah
ditetapkan oleh golongan-golongan kepentingan tersebut.29
Aneka bentuk desentralisasi pada dasarnya dapat dibedakan 
menurut tingkat peralihan kewenangan. Kewenangan untuk 
merencanakan, memutuskan, dan mengatur dari pemerintahan pusat 
ke lembaga-lembaga yang lain. Ada empat bentuk utama 
desentralisasi, yaitu (1) dekonsentrasi, (2) delegasi kelembaga-
lembaga semi-otonom atau antar daerah (parastatal), (3) pelimpahan 
kewenangan (devolusi) ke pemerintah daerah, dan(4) peralihan 
fungsi dan lembaga-lembaga negara ke lembaga-lembaga swadaya 
masyarakat (LSM).
Dianutnya desentralisasi dalam organisasi negara tidak berarti 
ditinggalkannya asas sentralisasi, karena kedua asas tersebut tidak 
bersifat dikotomis, melainkan konitum.Pada prinsipnya, tidaklah 
mungkin diselenggarakan desentralisasi tanpa sentralisasi. Sebab 
desentralisasi tanpa sentralisasi, akan mengkadirkan disintegrasi. 
Oleh karena itu otonomi daerah yang pada hakekatnya mengandung 
kebebasan keluasan berprakarsa memerlukan bimbingan dan 
pengawasan Pemerintah, sehingga tidak menjelma menjadi 
kedaulatan.Otonomi daerah dan daerah otonom adalah ciptaan 
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pemerintah.Walaupun demikian, hubungan antara daerah otonom 
dan pemerintah adalah hubungan anter organisasi yang bersifat
saling berbalasan (resiprokal).
Dilihat dari pelaksanaan fungsi pemerintahan, desentralisasi 
atau otonomi itu menunjukan:
1. Satuan-satuan desentralisasi (otonomi) lebih fleksibel dalam 
memenuhi berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat
2. Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas dengan 
efektif dan lebih efisien
3. Satuan-satuan desentalisasi lebuh inovatif
4. Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral 
yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi, dan lebih 
produktif.
Meskipun penilaian terhadap memperlihatkan catatan-catatan 
keberhasilan, namun pemerintah masih berhati hati dalam bergerak 
ke arah desentralisasi yang lebih luas atau ke arah pendelegasian 
pelaksanaan pembangunan.Data-data memang tidak memungkinkan 
penilaian yang pasif terhadap dampak desentralisasi, namun kondisi-
kondisi yang memengaruhi pelaksanaan program-program 
desentralisasi dapat diketahui dengan pasti.
Kelemahan-kelemahan potensial pada sisem administrasi 
pemerintah yang terlalu sentralistis biasanya harus di imbangi 
dengan sistem yang lebih desentralistis, dengan memperluas 
wewenang atau otonomi pemerintah lokal.
Setiap negara kesatuan (unitary state, eenheidstaat) dapat 
disusun dan diselenggarakan menurut asas dan sistem sentralisasi, 
dapat sepenuhnya dilaksanakan dalam dan dari pusat pemerintahan 
(singgle centralized government) atau oleh Pusat bersama-sama 
organnya yang dipancarkan di daerah-daerahnya.Senralisasi yang 
disertai pemancaran organ-organ yang menjalankan sebagian 
wewenang pemerintah Pusat di daerah dikenal sebagai dekonsentrasi 
(centralisatie men deconsentratie). Desentralisasi akan didapat 
apabila kewenangan mengatur dan mengurus penyelenggara 
pemerintahan tidak semata-mata dilakukan dalam pemerintah pusat 
(central goverment), melainkan dalam kesatuan-kesatuan pemerintah 
yang lebih rendah yang mandiri (zelftanding), bersifat otonomi 
(teritorial ataupun fungsional).
Desentralisasi bukan sekedar pemancaran kewenangan tetapi 
juga mengandung pembagian kekuasaan untuk mengatur dan 
mengurus penyelenggaraan pemerintah negara antara pemerintah 
pusat dan satuan-satuan pemerintah tingkat lebih rendah.Dengan 
demikian, sistem desentralisasi mengandung makna adanya 
pengakuan penentu kebijaksannan pemerintah terhadap potensi dan 
kemampuan daerah dengan melibatkan wakil-wakil rakyat di daerah 
dalam menyelenggarakan hal yang seimbang dengan kewajiban 
masyarakat yang demokratis.30
Pada hakikatnya, desentralisasi itu sendiri dapat di bedakan 
dari segi karakteristinya, yaitu
a. Desentralisasi teritorial yaitu penyerahan urusan pemerintah atau 
pelimpahan wewenang untuk menyelenggarakan sesuatu urusan 
pemerintah dari pemerintah yang lebih tinggi kepada unit 
organisasi pemerintah yang lebih rendah berdasarkan aspek 
kewilayahan.
b. Desentralisasi fungsional, yaitu penyerahan urusan-urusan 
pemerintahan atau pelimpahan wewenang untuk 
menyelenggarakan sesuatu urusan pemerintah dari pemerintah 
yang lebih tinggi kepada unit-unit pemerintah yang pemerintah 
yang lebih rendah berdasarkan aspek tujuannya (seperti Subak di 
Bali).
c. Desentralisasi politik yaitu pelimpahan wewenang yang 
menimbulkan hak untuk mengurus diri kepentingan rumah tangga 
yang dipilih oleh rakyat. Ini terkait juga dengan desentralisasi 
tutorial.
d. Desentralisasi budaya itu pemberian hak kepada golongan-
golongan tertentu untuk menyelenggarakan kegiaatan kebudayaan 
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sendiri. Misyalnya, kegiatan pendidikan oleh kedutaan besar 
negara asing, otonomi nagari dalam menyelenggarakan kegiatan 
kebudayaan sendiri, dan sebagainya. Dalam hal ini sebenarnya 
tidak termasuk urusan pemerintah daerah.
e. Desentralisasi ekonomi yaitu pelimpahan kewenangan dalam 
penyelenggaraan kegiatan ekonomi.
f. Desentralisasi administratif yaitu pelimpahan sebagai 
kewenangan kepada alat-alat atau unit pemerintahan sendiri di 
daerah,pengertiannya identik dengan dekonsentrasi.
Keenam karakteristik desentralisasi tersebut dapat diterapkan 
kebijakan desentralisasi dan dekonsentrasi yang ada pada pokoknya 
merupakan kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi 
kecenderungan terjadinya penumpukan kekuasaan di satu pusat 
kekuasaan.Di samping itu, dengan kebijakan desentralisasi dan 
konsentrasi juga diharapkan dapat terwujud fungsi-fungsi kekuasaan 
negara yang efektif dan efisien, serta menjaminnya dari sistem 
pemerintahan yang terlalu terkonsentrasi dan bersifaat sentralistis.
Oleh karena itu, ada beberapa tujuan dan manfaat yang bisa 
dinisbatkan pada kebijakan desentralisasi dan dekosentrasi itu, yaitu
a. Dari segi hakikatnya, desentralisasi dapat mencegah terjadinya 
penumpukan (concentration of power) dan pemusatan kekuasaan 
(centralised power) yang dapat menimbulkan tirani.
b. Dari sudut politik, desentralisasi merupakan wahana untuk 
pendemokratisasian kegiatan pemerintah.
c. Dari segi teknis organisatoris, desentralisasi dapat menciptakan 
pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.
d. Dari segi sosial, desentralisasi dapat membuka peluang partisipasi 
dari bawah yang lebih aktif dan berkembangnya kaderisasi 
kepemimpinan yang bertanggung jawab karena proses 
pengambilan keputusan tersebar di pusat-pusat kekuasaan di 
seluruh daerah.
e. Dari sudut budaya, desentralisasi diselenggarakan agar perhatian 
dapat sepenuhnya ditumpahkan kepada kekhususan-kekhususan 
yang terdapat di daerah, sehingga keanekaragaman budaya dapat 
terpelihara dan sekaligus di dayagunakan sebagai modal yang 
mendorong kemajuan pembangunan dalam bidang-bidang 
lainnya.
f. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, karena 
pemerintahan daerah dianggap lebih banyak tahu dan secara 
langsung berhubungan dengan kepentingan di daerah, maka 
dengan kebijakan desentralisasi, pembangunan ekonomi dapat 
terlaksana dengan lebih tepat dan dengan biaya yang lebih murah.
b. Asas Dekonsentrasi
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh 
Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan dalam sistem Negara kesatuan Republik 
Indonesia.31
Desentralisasi administratif (dekonsentrasi) adalah pelimpahan 
dari sebagian kewenangan Pemerintah Pusat kepada alat 
perlengkapan atau organ pemerintah sendiri di daerah, yakni pejabat-
pejabat Pemerintah yang ada di daerah, untuk dilaksanakan.32
Amrah muslimin mengartikan dekonsentrasi adalah pelimpahan 
sebagian dari kewenangan pemerintah pusat pada alat-alat 
pemerintah pusat yang ada di daerah.Irawan Soejinto mengartikan, 
dekonsentrasi adalah pelimpahan kewenangan penguasa kepada 
pejabat bawahannya sendiri. Menurut Joeniarto, dekonsentrasi 
adalah pemberian wewenang oleh pemerintah pusat (atau pemerintah 
atasannya) kepada alat-alat pelengkapan bawahan untuk 
menyelenggarakan urusan-urusannya yang terdapat di daerah.
Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Pemerintahan di Daerah Pasal 1 huruf (f), dekonsentrasi 
adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah atau  kepala wilayah 
atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepala pejabat-pejabat 
di daerah.33Asas dekonsentrasi didalam pejelasan Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah 
dipandang bukan sekedar komplemen atau pelengkap terhadap asas 
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desentralisasi, akan tetapi sama pentingnya dalam penyelenggaraan 
pemerintahan di daerah. Dari penegasan ini semakin memperkuat 
penilaian masyarakat bahwa spirit yang dibangun oleh Undang-
Undang Nomor 5 Tahun1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di 
Daerah adalah sentralistik. Di dalam Undang-Undang Nomor  22 
Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 huruf (f) ditegaskan, 
dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada 
gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di 
daerah. 34Pelaksanaan asas dekonsentrasi dalam kedudukannya 
sebagai Wilayah Administrasi untuk melaksanakan kewenangan 
pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai 
wakil pemerintah. Penegasan ini memperlihatkan bahwa spiri yang 
dibangun oleh Undang-undang Nomor 22 tentang Pemerintah 
Daerah Tahun 1999 adalah desentralistik sehingga di daerah 
kabupaten/kota tidak ada urusan yang sifanya dekonsentrasi. Melalui 
Undang-undang ini instansi vertikal di daerah kabupaten/kota 
dihapuskan.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaah 
Daerah Pasal 1 angka 8 mengartikan, dekonserasi adalah pelimpahan 
wewenang pmerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah 
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oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau 
kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.35
Asas dekonsentrasi dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu : (1) dari 
segi wewenang: asas ini memberikan/melimpahkan wewenang dari 
pemer intah pusat kepada pejabat-pejabat di daerah untuk 
menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah pusat yang ada di daerah, 
termasuk juga pelimpahan wewenang pejabat-pejabat atasan kepada 
tingkat bawahnya; (2) dari segi pembentuk pemerintah : berarti 
pembentuk pemerintah lokal administrasi di daerah, untuk diberi 
tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan pusat yang ada di 
daerah; (3) dari segi pembagian wilayah : asas ini membagi wilayah 
negara menjadi daerah-daerah pemerintah lokal administratif atau 
akan membagi wilayah negara menjadi wilayah-wilayah 
administratif.
c. Asas Tugas Pembantuan
Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintah Daerah tugas pembantuan adalah penugasan dari 
Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah propinsi 
kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta ari pemerintah 
kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.36
Asas tugas pembantuan berarti pemerintah daerah menjalankan 
sendiri aturan-aturan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah 
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yang lebih tinggi tingkatannya.Kewenangan ini mengenai tugas 
melaksanakan tugas sendiri (zelfuitvoering) atas biaya dan tanggung 
jawab terakir dari pemerintah atasan yang bersangkutan.37
Di samping pengertian otonomi, menurut Amrah Muslimin, 
kita dapati juga istilah yang selalu bergandengan dengannya, yaitu 
“medebewind” yang mengandung arti kewenangan 
pemerintahdaerah menjalankan sendiri aturan-aturan dari pemerintah 
pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatnya. 
Kewenangan ini mengenai tugas melaksanakan sendiri 
(zulfuitvoering) atas biaya dan tanggung jawab terarhir dari 
pemerintah tingkat atasan yang bersangkutan.
Menurut Joeniarto, disamping pemerintah lokal yang berhak 
mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, kepadanya dapat pula 
diberi tugas-tugas pembantuan (tugas medenewind, sertatantra). 
Tugas pembantuan ialah tugas ikut melaksanakan urusan-urusan 
pemerintah pusat atau pemerintah lokal yang berhak mengatur dan 
mengatur rumah tangga tingkat atasannya.Beda tugas pembantuan 
dengan tugas rumah tangga sendiri, disini urusanya bukan menjadi 
urusan rumah tangga sendiri, tetapi merupakan urusan pemerintah 
opusat atau pemerintah atasannya.Kepada pemerintah lokal yang 
bersangkutan diminta untuk ikut membantu penyelenggarannya 
saja.Oleh karena itu, dalam tugas pembantuan tersebut pemerintah 
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lokal yang bersangkutan, wewenangnya mengatur dan mengurus, 
terbatas kepada penyelenggaraannya saja.
Tugas dan kewajiban daerah selain berasal dari tugas yang 
timbul karena inisiatif sendiri dari alat perlengkapan daerah, dapat 
juga diperintahkan oleh penguasa yang lebih atas, yang disebut “de 
opgdragen taak “ atau tugas yang diperintahkan, yang menurut 
ketentuan dalam Pasal 1 huruf d jo Pasal 12 UU Nomor 5 Tahun 
1974 tentang Pokok-Pokok pemerintah Daerah disebut tugas 
pembuatan atau yang telah secara populer disebut orang serta-tantra 
, medebewind atau selfo vernment, yakni tugas untuk turut serta 
dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada 
daerah kepada pemerintah atau oleh pemerintah daerah tingkat 
atasnya, dengan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan kepada 
yang menugaskannya. Tugas pembantuan untuk dapat berupa 
tindakan mengatur (tugas legislatif) atau dapat pula berupa tugas 
eksekutif (beschiken).38
Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang 
Pokok-Pokok Pemerintah Daerah Pasal 1 huruf (d), yang dimaksud 
tugas pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam 
melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada 
pemerintah desa oleh pemerintah atau pemerintah daerah tingkat 
atasnya dengan kewajiban mempertanggung jawaban kepada yang 
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menugaskannya. 39 Didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 butir 9, dinyatakan tugas 
pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah 
dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota 
dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa 
untuk melaksanakan tugas tertentu.40
2. Peraturan Daerah
a. Pengertian Peraturan Daerah
Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan 
Peraturan Daerah (Perda)  Adalah peraturan perundang-undangan 
yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan 
persetujuan bersama Kepala Daerah.41
Definisi lain adalah peraturan perundang-undangan yang 
dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan 
Kepala Daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.42
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Perda dibentuk dalam 
rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/Kabupaten/Kota dan 
tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari 
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peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan 
memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.43
Substansi atau muatan materi Perda adalah penjabaran dari 
peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi, dengan 
memerhatikan ciri khas masing-masing daerah, dan materi substansi 
tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Peraturan daerah memiliki hak yuridiksi setelah di undangkan 
dalam lembaran daerah, dan pembentukan peraturan daerah 
berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan.44
Peraturan Daerah juga dapat dilihat sebagai bentuk undang-
undang yang bersifat lokal. Meskipun tata urutannya menurut 
ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daerah, Peraturan daerah (Perda) itu adalah bentuk peraturan 
perundang-undangan dibawah Undang-Undang Perpu, Peraturan 
Pemerintah, dan Peraturan Presiden. Akan tetapi, dari segi isinya 
maupun mekanisme pembentukannya, Peraturan daerah itu mirip 
dengan Undang-Undang, Seperti Undang-Undang maka organ negara 
yang terlibat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah itu adalah 
lembaga legislatif dan eksekutif secara bersama-sama. Jika Undang-
Undang dibentuk oleh lembaga legislatif pusat dengan persetujuan 
bersama dengan Presiden selaku pemerintahan eksekutif, maka 
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peraturan daerah dibentuk oleh lembaga legislatif daerah bersama-
sama dengan kepala pemerintah daerah setempat. Dengan perkataan 
lain, sama dengan undang-undang, peraturan daerah juga merupakan 
produk legislatif yang melibatkan peran para wakil rakyat yang diplih 
secara langsung oleh rakyat berdaulat.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 hanya menentukan “pemerintah 
daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan 
lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Menurut 
ketentuan  Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, agar berlaku mengikat umum, rancangan 
peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan bersama antara 
lembaga legislatif dan eksekutif di daerah yang bersangkutan, harus 
diajukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dinilai sebagaimana 
mestinya. Melalui mekanisme demikian, produksi peraturan daerah 
oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh 
Indonesia akan tetap terkontrol dengan baik, sehingga pemerintah 
pusat dapat bertindak apabila timbul kendala yang tidak 
menguntungkan kepentingan nasional ataupun kepentingan antar 
daerah yang terkait sebagai akibat terbitnya berbagai peraturan daerah 
yang tidak saling menunjang upaya pembangunan daerah dan 
pembangunan nasional secara keseluruhan.45
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Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi 
muatan perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka 
penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan 
menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut 
Peraturan Perundang-undangan yang leebih tinggi. Rancangan 
Peraturan daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD), Gubernur atau Bupati/Walikota.
Kepala daerah menetapkan Peraturan Daerah atas persetujuan 
DPRD dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan 
penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi.Peraturan daerah hanya di tandatangani oleh Kepala Daerah dan 
tidak ditandatangani-serta Pimpinan DPRD karena DPRD bukan 
merupakan bagian dari Pemerintah Daerah.
Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan 
umum, Peraturan Daerah lain dan peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi. Yang dimaksud dengan Peraturan Daerah lain 
adalah Peraturan Daerah yang sejenis dan sama kecuali untuk 
perubahan.
Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan 
biaya pelaksanaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian 
kepada pelanggar. Paksaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 
untuk menegakan hukum dengan Undang-Undang 22 Tahun 1999 
disebut “pelaksanaan penegakan hukum” atau “pelaksanaan 
pemeliharaan hukum”
Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, Kepala Daerah menetapkan 
keputusan Kepala Daerah tidak boleh bertentangan dengan 
kepentingan umum, peraturan daerah, dan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi.46
Peraturan Daerah (termasuk peraturan desa) dibuat oleh satuan 
pemerintahan yang mandiri (otonom), dengan lingkungan wewenang 
yang mandiri pula, maka dalam penyajiannya terhadap peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi tidak boleh semata-mata 
berdasarkan “pertingkatan”, melainkan juga pada “lingkungan 
wewenangnya”. Suatu peraturan daerah yang bertentangan dengan 
suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi (kecuali 
UUD) belum tentu salah, kalau ternyata peraturan perundang-
undangan tingkat yang lebih tinggi yang melanggar hak dan 
kewajiban daerah yang dijamin UUD atau UU Pemerintah Daerah.47
Pasal 3 ayat 7 ketetapan MPR No.III/2000 tentang Sumber 
Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, jenis 
peraturan daerah (Perda) sudah secara resmi menjadi sumber hukum 
dan termasuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Di 
                                                          
46 Deddy Supriyadi Bratakusumah, Ph. D Dadang Solihin, MA, Otonomi 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ,(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 20.
47 Jamiz Hamidi, Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 
2008), h.35.
dalam Pasal 3 ayat (7) tap tersebut ditegaskan bahwa peraturan daerah 
merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya 
dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. 
Kemudian dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatakan, sesuai dengan tata uruta 
peraturan perundang-undangan ini, maka seriap urutan hukum yang 
lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang 
lebih tinggi.48
Program penyusunan Perda dilakukan dalam satu Program 
Legislasi Daerah 4, Sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih 
dalam penyiapan suatu materi Perda. Ada berbagai jenis Perda yang 




c. Tata Ruang Wilayah Daerah;
d. APBD;
e. Rencana Program Jangka Menengah Daerah;
f. Perangkat Daerah;
g. Pemerintahan Desa;
h. Pengaturan Umum Lainnya.
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b. Asas Pembentukan Peraturan Daerah
Pembentukan Peraturan Daerah selain didasarkan pada 
Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum negara 
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
yang merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan, 
juga di dasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-
undangan.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
juncto Pasal 137 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, yang meliputi asas:
a. Kejelasan Tujuan.
“Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus 
mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai”
b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat.
“Bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus 
dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-
undangan yang berwenang, Peraturan Perundang-Undangan 
tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat 
oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.”
c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan.
“Bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus 
benar-benar memperhatikanmateri muuatan yang tepat dengan jenis 
Peraturan Perundang-undangannya.”
d. Dapat dilaksanakan.
“Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus 
memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundan-undangan 
tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, 
maupun sosiologis.”
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
“Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dibuat 
karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam 
mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”
f. Kejelasan rumusan.
“Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus
mematuhi persyaratan  teknis penyusunan Peraturan Perundang-
undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta 
bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak 
menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.”
g. Keterbukaan.
“Bahwa dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan 
pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian 
seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-
luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan 
Peraturan Perundang-undangan.”49
Materi muatan Perda harus mengandung asas-asas sebagai 
berikut :
a. Asas pengayoman, bahwa setiap materi muatan Perda harus 
berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka 
menciptakan ketentraman masyarakat
b. Asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus 
mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi 
manusia serta harkat dan martabat setiap arga negara dan 
penduduk indonesia secara proporsional.
c. Asas kebangsaan, bahwa setiap muatan Perda harus 
mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang 
pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara 
kesatuan Republik Indonesia.
d. Asas kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus 
mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam 
setiap pengambilan keputusan.
e. Asas kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan Perda 
senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah 
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Indonesia dan materi muatan Perda merupakan bagian dari 
sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
f. Asas bhineka tunggal ika, bahwa setiap materi muatan Perda 
harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan 
golongan, kondisi daerah dan budaya khusus yang menyangkut 
masalah-masalah sensitive dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbang dan bernegara.
g. Asas keadilan, bahwa setiap materi muatan Perda harus 
mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga 
negara tanpa kecuali.
h. Asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap 
materi muatan Perda tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat 
membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, 
suku, ras, golongan, gender atau status sosial.
i. Asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi 
muatan Perda harus dapat menimbulkan ketertiban dalam 
masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
j. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, bahwa setiap 
materi muatan Perda harus mencerminkan keseimbangan, 
keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan 
masyarakat denan kepentingan bangsa dan negara.
k. asas lain sesuai substansi Perda yang bersangkutan.50
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Selain asas dan materi muatan diatas, DPRD dan Pemerintah 
Daerah dalam menetapkan Perda harus mempertimbangkan 
keunggulan lokal/daerah, sehingga mempunyai daya saing dalam 
pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah.
Prinsip dalam menetapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
dalam menunjang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
adalah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
melalui mekanisme APBD, namun demikian untuk mencapa tujuan 
kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah bukan hanya 
melalui mekanisme tersebut tetapi juga dengan meningkatkan daya 
saing dengan memperhatikan potensi dan keunggulan lokal/daerah, 
memberikan insentif (kemudahan dalam perijinan, mengurangi beban 
Pajak Daerah), sehingga dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang 
di daerahnya dan memberikan peluang menampung tenaga kerja dan 
meningkatkan PDRB masyarakat daerahnya. 
c. Proses Penyusunan Peraturan Daerah
Proses penyusunan peraturan daerah dalam rangka tertib 
administrasi dan peningkatan kualitas produk hukum daerah, 
diperlukan suatu proses atau prosedur penyusun Perda agar lebih 
terarah dan terkoordinasi. Hal ini disebabkan dalam pembentukan 
Perda perlu adanya partisipan yang matang dan mendalam, antara lain 
pengetahuan mengenai materi muatan yang akan diatur dalam Perda, 
pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut 
kedalam Perda secara singkat tetapi jelas dengan bahasa yang baik 
serta mudah dipahami, disusun secara sistematis tanpa meninggalkan 
tata cara yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dalam 
penyusunan kalimatnya.
Prosedur penyusunan ini adalah rangka kegiatan penyusunan 
produk hukum daerah sejak dari perencanaan sampai dengan 
penetapan. Proses pembentukan Perda terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu:
a. Proses penyiapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang 
merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan 
DPRD atau di lingkungan pemda (dalam hal ini Raperda usul 
inisiatif). Proses ini termasuk penyusunan naskah akademik 
(initiatives draft), naskah akademik (academic draft) dan naskah 
rancangan Perda (legal draft).
b. Proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan di 
DPRD.
c. Proses pengesahan oleh Kepala Daerah dan pengundangan oleh 
Sekeretaris Daerah.
Ketiga proses pembentukan Perda tersebut dapat diuraikan 
sebagai berikut :
a. Proses penyiapan Perda di lingkungan DPRD
Berdasarkan amandemen I dan II Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, 
DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dan 
berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UUD 1945, anggota-anggota DPR 
berhak mengajukan usul rancangan Undang-Undang Begitu pula 
tingkat daerah.DPRD memegang kekuasaan membentuk Perda dan 
anggota DPRD berhak mengajukan usul Raperda.Dalam 
pelaksanaannya Raperda dari lingkungan DPRD diatur lebih lanjut 
dalam Peraturan Tata Tertib DPRD masing-masing 
daerah.Pembahasan Raperda atas inisiatif DPRD dikoordinasikan 
oleh sekretaris Daerah atau unit kerja yang ditunjuk oleh Kepala 
Daerah.Setelah itu juga dibentuk Tim Asistensi dengan Sekretariat 
Daerah atau berada di Biro/bagian Hukum.
b. Proses penyiapan Raperda di lingkungan Pemerintahan Daerah.
Dalam proses penyiapan perda yang berasal dari Pemerintah 
Daerah bisa dilihat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan 
Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur 
Penyusunan Produk Hukum Daerah yang telah diganti dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang 
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah yang di tetapkan 
tanggal 19 Mei 2006.
c. Proses mendapatkan persetujuan DPRD
Pembahasan Raperda di DPRD baik atas inisiatif Pemerintah 
Daerah maupun atas inisiatif DPRD, dilakukan oleh DPRD 
bersama Gubernur/Bupati/Walikota, Pemda membentuk Tim 
Asistensi dengan Sekretaris Daerah berada di Biro/Bagian 
Hukum.Tetapi biasanya pembahasan dilakukan melalui beberapa 
tingkatan pembicaraan.Tingkat-tingkat pembicaraan ini dilakukan 
dalam rapat paripurna, rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat 
panitia khusus dan diputuskan dalam rapat paripurna.
Secara lebih detail mengenai pembahasan di DPRD di tentukan 
oleh Peraturan Tata Tertib DPRD, Kepala Daerah akan menunjuk 
Sekretaris Daerah atau pejabat unit kerja untuk mengkoordinasikan 
rancangan tersebut.
d. Proses Pengesahan dan Pengundangan
Apabila pembicaraan suatu Raperda dalam rapat akhir di DPRD 
telah selesai dan disetujui oleh DPRD, Raperda akan dikirim oleh 
Pimpinan DPRD kepada kepala Daerah melalui Sekretariat Daerah 
dalam hal ini Biro/Bagian Hukum untuk mendapatkan pengesahan.
e. Lembaran Daerah dan Berita Daerah
1. Agar memiliki kekuatan hukum dan dapat mengikat masyarakat. 
Perda yang telah disahkan oleh Kepala Daerah harus di 
undangkan dalam Lembaran Daerah.
2. Untuk menjaga keserasian dan keterkaitan Perda dengan 
penjelasannya. Penjelasan atas perda tersebut dicatat dalam 
Tambahan Lembaran Daerah dan ditetapkan bersamaan dengan 
pengundangan Perda sebagaimana yang diundangkan diatas. 
Pejabat yang berwenang mengundangkan Perda tersebut adalah 
Sekretaris Daerah.51
Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan perundang-Undangan dinyatakan bahwa salah 
satu asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik 
adalah “asas keterbukaan” (huruf g) yang selanjutnya dalam 
penjelasannya dinyatakan bahwa: “dalam proses pembentukan 
peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, 
penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan 
demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang 
seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan 
peraturan perundang-undangan”.
Implementasi dari asas keterbukaan adalah dalam bentuk peran 
serta masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 2004 yang berbunyi: Masyarakat berhak memberkan 
masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau 
pembahasan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan 
Daerah.
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 (Rancangan) Peraturan 
Presiden tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan 
Daerah sebagai pelaksanaan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 10 
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Tahun 2004 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah dinyatakan Bahwa:
1. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis 
sebagai bahan penyempurnaan dalam tahap penyiapan rancangan 
Perda.
2. Masyarakat dalam memberikan masukan harus menyebutkan 
identitas secara lengkap dan jelas.
3. Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok-
pokok materi yang diusulkan.
4. Masukan dari masyarakat sebagai mana dimaksud pada ayat (1), 
dapat diagendakan dalam rapat penyiapan rancangan Perda.
Proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah baik di 
lingkungan Pemerintah Daerah maupun DPRD masyarakat tetap dapat 
berperan serta secara aktif untuk memberikan masukan dalam 
penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah, demikian juga pada 
saat dilakukan pembahasan bersama antara DPRD dan Pemerintah 
Daerah, DPRD dapat menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat 
Umum untuk mendapatkan lagi masukan dari masyarakat.52
d. Peraturan Pelaksana Tugas dan Wewenang Satuan Polisi Pamong 
Praja terhadap Perda Kota Bandar Lampung  Nomor 1 Tahun 
2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum
Manusia sebagai mahluk sosial sangat membutuhkan rasa aman, 
tenteram, dan terlindungi. Terutama segala yang berkaitan dengan 
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hubungan atau interaksi terhadap sesama, sekitar dan komunitasnya, 
setiap manusia memiliki kepentingan namun jika kepentingan itu salah 
sasaran maka dapat merugikan atau bahkan membahayakan orang lain. 
Negara sebagai payung tempat masyarakat berteduh wajib memberikan 
solusi dan melindungi segala kepentingan masyarakat agar tidak 
mengganggu dan saling merugikan antara yang satu dengan yang 
lainya.Maka dari itu adanya ketertiban umum sangatlah penting untuk 
masyarakat demi terlindungi dan membuat rasa tenteram dari sekitar 
kita.53
Berdasarkan Pasal 12 Ayat 1 Undang-Undang Nonmor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Menjadi Urusan 
Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah 
satunya tentang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan 
masyarakat yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan 
kentuan peraturan  perundang-undangan sebagai upaya menciptakan 
kondisi yang kondusif, agar pelaksanaan ppembangunan yang 
dilakukan oleh Negara Pemerintah daerah dapat mencapai 
kesejahteraan masyarakat.
Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 37 Tahun 2016 
tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja 
Daerah Kota Bandar Lampung dijelaskan, bahwa Satuan Polisi Pamong 
Praja merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam rangka 
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mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah Kota Bandar Lampung 
dibidang ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada Peraturan 
Walikota Kota Bandar Lampung Nomor 27 Tahun 2016 Pasal 2 diatur, 
Bahwa kedudukan seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 
langsung bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris 
Daerah.54
Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat 
Kota Bandar Lampung yang baik, tertib, tenteram, nyaman, sejahtera, 
bersih dan berwawasan lingkungan dengan tetap melestarikan budaya 
lokal guna mendukung sektor jasa, pertanian, peternakan, pariwisata, 
pendidikan, kesehatan dan perdagangan, diperlukan adanya pengaturan 
dibidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum yang mampu 
melindungi warga masyarakat dan prasarana umum beserta 
kelengkapannya sebagai cermin kehidupan msyarakat yang cerdas, 
modern, dan religious.
Berdasarkan Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 
2018 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Satuan Polisi 
Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat 
Satpol PP dan Limnas adalah satuan kerja prangkat daerah Kota Bandar 
Lampung yang menyelenggarakan fungsi penegakan Perda serta 
penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.55
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Peraturan daerah ini berisi ketentuan yang menjadi dasar 
kewenangan Pemerintah Kotan bandar Lampung dalam menjalankan 
tugas menyelenggarakan ketenteraman dan perlindungan masyarakat 
seluruh warga Kota Bandar Lampung.
Kewenangan ini perlu mendapat kontrol dan pengawasan dari 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar sesuai dengan peraturan 
Perundang-undangan dengan demikian pembentukan dasar hukum 
kewenangan Satpol PP dalam menyelenggarakan ketenteraman 
masyarakat dan ketertiban umum tersebut harus diterapkan dalam 
Perda Kota Bandar Lampung.
e. Tugas dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam 
mengimplementasikan Peraturan Daerah
Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018, Satpol PP memiliki tugas 
menegakan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum 
dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
Dalam malaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib :
a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, 
dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di 
masyarakat;
b. menaati disiplin pegawa negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong 
Praja;
c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang 
dapat mengganggu ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;
d. melaporkan kepada Kepolisian atas ditemukannya atau patut 
diduga adanya tindak pidana; dan 
e. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas 
ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap 
Perda dan/atau peraturan kepada daerah.56
Pelaksanaan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5, 
Satpol PP mempunyai fungsi: 
a. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, 
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta 
penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
b. Pelaksanaan kebijakan Penegakan Perda dan Perkada, 
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 
serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
c. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, 
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta 
penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
d. Pengawasan erhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas 
pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh 
kepala daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.
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Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 dan 6, Satpol PP berwenang:
a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga 
masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan 
pelanggaran atas Perda/atau Perkada;
b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang 
mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, 
aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran 
atas Perda dan/atau Perkada dan
d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, 
aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas 
Perda dan/atau Perkada;.57
3. Prisip-Prinsip Fiqh Siyasah Tentang Ketentraman Dan Ketertiban 
Dalam Masyarakat
Dikalangan umat Islam ada pendapat bahwa Islam adalah agama 
yang komprehensif. Didalamnya terdapat sistem politik dan 
ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan sebagainya. 
Misyalnya Rasyid Rida, Hasan Al-Banna dan Al-Maududi meyakini 
bahwa “Islam adalah agama yang serba lengkap”. Didalam ajarannya 
antara lain terdapat sistem ketatanegaraan atau politik. Oleh karenanya 
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dalam bernegara umat islam hendaknya kembali kepada sistem 
ketatanegaraan Islam.
Secara bahasa Fiqh berasal dari faqaha-yafqaha-yafqafu-fiqhan, 
yang berarti “paham yang mendalam” fiqh sebagai upaya yang 
sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-
hukum syara; untuk dapat di amalkan oleh umat Islam.Fiqh 
mencangkup seluruh aspek kehidupan, baik mencangkup hukungan 
antara manusia dengan tuhannya (ibadah), dan mencakup hubungan 
antara sesama manusia luas (Muamalah).
Sedangkan kata “Siyasah” berasal dari kata sasa yang memiliki 
arti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan 
perbuatan kebijaksanaan. Pengertian siyasah secara etimologis : 
“Siyasah berarti suatu tindakan yang dapat mengatur rakyat lebih dekat 
kepada kemaslahatan dan lebih jauhdari kerusakan, kendatipun 
Rasulullah tidak menerapkannya dan Allah tidak menurunkan wahyu 
untuk mengaturnya.”58
Metode kajian Fiqh siyasah atau siyasah syar’iyah tidak jauh beda 
dengan metode mempelajari fikih yaitu metode ushul fikih dan kaidah-
kaidah fikih, yaitu : qiyah, istihsan, ‘urf, maslahah mursalah, istihbab. 
Dengan metode ini, umat Islam bebas menggunakan ijtihadnya untuk 
mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi sesuai dengan 
lingkungan, situasi, kondisi yang dihadapi Fiqh siyasah adalah suatu 
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ilmu yang otonom sekalipun bagian dari ilmu fiqh. Bahasa ilmu fiqh 
mencakup individu, masyarakat dan negara : meliputi bidang ibadah, 
muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan warisan, peradilan, 
kriminal, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum internasional. Fiqh 
siyasah adalah mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan 
spesialisasi segala ihwal dan seluk belik tata pengaturan 
pemerintahan.59
Upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban dalam 
masyarakat, pendekatan yang dilakukan adalah maslahah mursalah, 
karena metode tersebut sangat sesuai dengan kondisi dan tempat demi 
mewujudkan suatu kemaslahatan dalam pemerintahan sehingga dapat 
tercipta pemerintahan yang baik. Karena semua kebijakan-kebijakan 
yang diambil oleh pemerintah untuk kebaikan masyarakat yang 
dipimpinnya.
Berkenaan dengan kehidupan bernegara, Al-Qur’an dalam batas-
batas tertentu, tidak memberikan pemerian.Al-Qur’an hanya 
memaktubkan tata nilai.Demkian pada As-Sunnah. Sebagai contoh, 
Nabi tidak menetapkan peraturan rinci mengenai prosedur pengertian 
kepemimpinan umat dan kualifikasi pemimpin umat, dikemukakan 
beberapa Firman Allah dan Sabda Nabi yang diangap berkaitan dengan 
ihwal fiqh siyasah syar’iyyah, baik langsung maupun tidak langsung.60
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a. Kedudukan Manusia di atas Bumi
b. Prinsip Manusia Sebagai Umat Yang Satu
c. Prinsip Menegakan Kepastian Hukum dan Keadilan
d. Prinsip Kepemimpinan
e. Prinsip Musyawarah
f. Prinsip Persatuan dan Persaudaraan
g. Prinsip Persamaan
h. Prinsip hidup bertetangga/Hubungan antar-Negara Beretangga
i. Prinsip Tolong –Menolong dan Membela yang Lemah
j. Prinsip Perdamaian dan Perperangan/Hubungan Internasional
k. Prinsip Hak Asasi:
1) Hak Untuk Hidup
2) Hak Asasi Milik Pribadi dan menari Nafkah
3) Hak atas Penghormatan dan Kehidupan Pribadi
4) Hak Berpendapat dan Berserikat
5) Hak Kebebasan beragama, Toleransi Agama dan Hubungan 
antar pemeluk Agama
6) Hak Persamaan di depan Hukum dan Membela Diri
7) Hak Kebebasan dari Pengniayaan
8) Hak Kebebasan dari Rasa Takut
9) Prinsip Amal Makrif dan Nahi Munkar
10) Prinsip dalam Menetapkan Para Pejabat atau PelaksanaanSuatu 
Urusan
Beberapa pendapat di atas, maka kita dapat mengambil 
kesimpulan bahwa prinsip-prinsip nomokrasi Islam atau genus yang 
tepat ntuk istilah bagi negara yang tunduk dan taat pada aturan hukum 
Islam yakni sebagai berikut:
a. Prinsip kedudukan manusia di bumi
Dalam prinsip ini Allah menegaskan bahwa manusia diciptakan-
Nya adalah sebagai Khalifah yang akan memakmurkan bumi ini 
(QS. Al-Baqarah, 2: 30) Karenanya, manusia bertanggung jawab 
untuk mengelola dan memeliharanya dari kehancuran.
ئَِكِة إِ 
ٓ نِّي َجاِعٞل فِي ٱۡألَۡرِض َخلِیفَٗةۖ قَالُٓوْا أَتَۡجَعُل فِیھَا َمن یُۡفِسُد َوإِۡذ قَاَل َربَُّك لِۡلَملَٰ
َمآَء َونَۡحُن نَُسبُِّح بَِحۡمِدَك َونُقَدُِّس لََكۖ قَاَل إِنِّٓي أَۡعلَُم َما َال  فِیھَا َویَۡسفُِك ٱلدِّ
   ٣٠تَۡعلَُموَن 
Artinya:“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para 
malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” 
Mereka berkata “apakah engkau hendak menjadikan orang 
yang merusak dan menumpahkan darah disana, sedangkan 
kami bertasbih memuji-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh 
aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.61
b. Prinsip kekuasaan sebagai amanah.
Allah memerintahkan agar manusia melaksanakan amanah yang 
diembangkan di pundaknya (QS.Al-Nisa’, 4: 58). Dalam Islam, 
amanah merupakan sesuatu yang harus dipelihara karena kelak 
akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Kekuasaan merupakan 
salah satu amanah yang harus dijalankan dengan baik, sesuai 
dengan perintah-Nya.Karena itu, Islam tidak dapat menoleransi 
segala bentuk penimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan.
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َ یَۡأمُ  َّ ِت إِلَٰىٓ أَۡھلِھَا َوإَِذا َحَكۡمتُم بَۡیَن ٱلنَّاِس أَن ۞إِنَّ ٱ نَٰ وْا ٱۡألََمٰ ُرُكۡم أَن تَُؤدُّ
ا بَِصیٗرا  َ َكاَن َسِمیَعۢ َّ ا یَِعظُُكم بِِھۦٓۗ إِنَّ ٱ َ نِِعمَّ َّ    ٥٨تَۡحُكُموْا بِٱۡلَعۡدِلۚ إِنَّ ٱ
Artinya:“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu 
menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu 
menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik 
yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah 
Maha Mendengar, Maha Melihat.62
c. Prinsip penegakan keadilan
Sangat banyak ayat Al-Qur’an yang menegakan pentingnya 
penegakan keadilan dalam masyarakat.Bahkan untuk menegaskan 
hal ini, Allah tidak hanya menggunakan kata al-wazn/al-mizan, al-
qisth, dan as-wasath.Ini menunjukan bahwa keadilan merupakan 
sesuatu yang harus senantiasa diperjuangkan dan di tegakan dalam 
masyarakat.Keadilan merupakan prinsip keseimbangan dalam 
kehidupan manusia. Selama keadilan dapat ditegakan dengan baik, 
maka keseimbangan tatanan kehidupan dunia akan terpelihara dan 
terjaga. Sebaliknya, bila keadilan sudah tidak dapat di tegakan, 
maka keseimbangan tidak akan tercapai dan tatanan kehidupan 
dunia pun akan mengalami goncangan. Diantara ayat-ayat yang 
memerintahkan manusia untuk menegakan keadilan adalah 
suratan-nisa, 4:135
ِ َولَۡو َعلَٰىٓ أَنفُِسُكۡم أَِو  َّ ِ ِمیَن بِٱۡلقِۡسِط ُشھََدآءَ  ٓأَیُّھَا ٱلَِّذیَن َءاَمنُواْ ُكونُوْا قَوَّٰ ۞یَٰ
ُ أَۡولَٰى بِِھَمۖا فََال  َّ لَِدۡیِن َوٱۡألَۡقَربِیَنۚ إِن یَُكۡن َغنِیًّا أَۡو فَقِیٗرا فَٱ تَتَّبُِعواْ ٱۡلھََوٰىٓ أَن ٱۡلَوٰ
َ َكاَن بَِما تَۡعَملُوَن َخبِیٗرا  َّ ْا أَۡو تُۡعِرُضواْ فَإِنَّ ٱ  َوإِن تَۡلُوۥٓ
   ١٣٥تَۡعِدلُوْاۚ
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Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak 
keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap 
dirimu sendiri atau terhadap Ibu Bapak dan kaum 
kerabatmu.63
Prinsip ini berkaitan erat dengan prinsip persamaan antara 
sesama manusia.Islam tidak dapat membeda-bedakan manusia 
berdasarkan warna kulit, suku bangsa, bahasa dan ras, tetapi 
berdasarkan ketakwaannya kepada Allah.
d. Prinsip musyawarah
Musyawarah disebutkan secara tegas dalam Al-Qur’an ayat, yaitu 
Ali’Imran (3):159
وْا ِمۡن َحۡولَِكۖ  َنفَضُّ ِ لِنَت لَھُۡمۖ َولَۡو ُكنَت فَظًّا َغلِیظَ ٱۡلقَۡلِب  َّ َن ٱ فَبَِما َرۡحَمٖة مِّ
 ِۚ َّ فَٱۡعُف َعۡنھُۡم َوٱۡستَۡغفِۡر لَھُۡم َوَشاِوۡرھُۡم فِي ٱۡألَۡمِرۖ فَإَِذا َعَزۡمَت فَتََوكَّۡل َعلَى ٱ
َ یُِحبُّ ٱۡلُمتََوكِّ  َّ  ١٥٩لِیَن إِنَّ ٱ
Artinya :“Maka berkat rahmat Allah engkau (muhammad) berlaku 
lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap 
keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri 
dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan 
mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan 
bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. 
Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, 
maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah 
mencintai orang-orang yang bertawakal.64
Ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa musyawarah memegang 
peran penting dalam pengambilan keputusan urusan umat beriman. 
Bahkan isyarat pentingnya musyawarah ini diapit oleh penjelasan Al-
Qur’an tentang orang mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian 
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hartanya sebagai orang yang mematuhi seruan Allah.Ini menandakan 
bahwa musyawarah merupakan prinsip penting dalam nomokrasi 
Islam yang potensinya hanya setingkat di bawah kewajiban shalat.
e. Prinsip kepatuhan kepada pemimpin
Dalam hal ini Allah swt meletakan kewajiban mematuhi Allah dan 
Rasul-Nya.Namun demikian, kepatuhan kepada pemimpin bersifat 
relatif sejauh tidak bertentangan denga perintah Allah dan Rasul-
Nya. Itu sebabnya, pada suratan-Nisa, 4: 59 
ُسوَل َوأُْولِي ٱۡألَۡمِر ِمنُكۡمۖ فَإِ  َ َوأَِطیُعوْا ٱلرَّ َّ ٓأَیُّھَا ٱلَِّذیَن َءاَمنُٓوْا أَِطیُعواْ ٱ َزۡعتُۡم یَٰ ن تَنَٰ
لَِك َخۡیٞر  ِ َوٱۡلیَۡوِم ٱۡألِٓخِرۚ َذٰ َّ ُسوِل إِن ُكنتُۡم تُۡؤِمنُوَن بِٱ ِ َوٱلرَّ َّ وهُ إِلَى ٱ فِي َشۡيٖء فَُردُّ
 ٥٩َوأَۡحَسُن تَۡأِویًال 
Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan 
Taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil amri (pemegang 
kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, Jika kamu 
berbeda pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah 
kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika 
kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian Yang 
demikian itu,lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatny”.65
f. Prinsip Persaudaraan dan persatuan
Dalam suratAli’Imran3:103 Allah memerintahkan umat Islam 
untuk berpegang teguh pada agama-Nya dan melarang berpecah 
belah, karena persatuan merupakan nikmat yang besar yang telah 
dianugerahkan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman.
ِ َعلَۡیُكۡم إِۡذ ُكنتُۡم  َّ  َوٱۡذُكُروْا نِۡعَمَت ٱ
قُوْاۚ ِ َجِمیٗعا َوَال تَفَرَّ َّ َ◌ٱۡعتَِصُموْا بَِحۡبِل ٱ
ٗنا َوُكنتُۡم َعلَٰى َشفَ  َن أَۡعَدٓاٗء فَأَلََّف بَۡیَن قُلُوبُِكۡم فَأَۡصبَۡحتُم بِنِۡعَمتِِھۦٓ إِۡخَوٰ ا ُحۡفَرٖة مِّ
تِھِۦ لََعلَُّكۡم تَۡھتَُدوَن  ُ لَُكۡم َءایَٰ َّ لَِك یُبَیِّنُ ٱ ۡنھَۗا َكَذٰ  ١٠٣ٱلنَّاِر فَأَنقََذُكم مِّ
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Artinya : “Dan berpegang teguhlah kamu kepada semuanya pada 
tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, 
dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu 
(masa Jahiliah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan 
hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi 
saudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi 
jurang neraka, lalu Allah menyelamatkamu dari sana. 
Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayatnya 
kepadamu agar kamu mendapat petunjuk”.66
g. Prinsip perdamaian.
Islam adalah agama yang membawa perdamaian dan rahmat.
Karena itu, Al-Qur’an mengajarkan bahwa umatnya harus 
mengutamakan perdamaian dalam hubungaan dengan umat lain 
(QS.al-Anfal, 8:61). 
ِمیُع ٱۡلَعلِیُم  ِۚ إِنَّھُۥ ھَُو ٱلسَّ َّ ۡلِم فَٱۡجنَۡح لَھَا َوتََوكَّۡل َعلَى ٱ    ٦١۞َوإِن َجنَُحوْا لِلسَّ
Artinya : “Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka 
terimalah dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Dia 
Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.67
h. Prinsip amar ma’rufnahy munkar.
Dalam hal ini Islam mengajarkan umatnya untuk selalu saling 
menasihati dan melakukan kontrol atas kekuasaan agar kebaikan 
selalu terpelihara dalam kehidupan masyarakat. (QS. Ali’Imran, 
3:110)
ٍة أُۡخِرَجۡت لِلنَّاِس تَۡأُمُروَن بِٱۡلَمۡعُروِف َوتَۡنھَۡوَن َعِن ٱۡلُمنَكِر  ُ◌نتُۡم َخۡیَر أُمَّ
ِۗ َولَۡو َءاَمَن  َّ ۡنھُُم ٱۡلُمۡؤِمنُوَن َوأَۡكثَُرھُُم َوتُۡؤِمنُوَن بِٱ ِب لََكاَن َخۡیٗرا لَّھُۚم مِّ أَۡھُل ٱۡلِكتَٰ
ِسقُوَن     ١١٠ٱۡلفَٰ
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Artinya : “Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan 
untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang 
makruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman 
kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu 
lebih baik bagi mereka. Diantara mereka ada yang 
beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang 
fasik”.68
Ini mengisyaratkan bahwa oposisi sebenarnya bukan 
sesuatu yang tabu dalam nomokrasi Islam. Adanya oposisi ini 
dapat menjadi penyeimbang bagi kekuasaan pemerintah, sehingga 
mereka selalu merasa diawasi dan dikontrol.Oposisi ini tidak hanya 
dilakukan oleh lembaga, tetapi dapat juga dilakukan oleh pribadi-
pribadi dalam masyarakat Islam.
i. Prinsip profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam pengisian 
jabatan pemerintahan.
Dalam prinsip ini, pemegang kekuasaan tidak boleh mengangkat 
pejabat-pejabat negara berdasarkan hubungan promordial atau 
kekerabatan. Pemegang kekuasaan harus mempertimbangkan 
profesionalitas dan kemampuan dan kejujuran pejabat negara yang 
akan diangkat. 
Dalam Al-Qur’an suratal-Qasas, 28:26, 
ٓأَبَِت ٱۡستَ  ھَُما یَٰ ٰ  ٢٦َجۡرَت ٱۡلقَِويُّ ٱۡألَِمیُن ِٔۡجۡرهُۖ إِنَّ َخۡیَر َمِن ٱۡستَ ٔۡقَالَۡت إِۡحَد
Artinya : Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, 
“Wahai Ayahku! Jadilah dia sebagai pekerja (pada 
kita), sesungguhnya orang-orang yang paling baik yang 
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engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang 
kuat dan dapat dipercaya.69
melalui kisah Nabi Musa a.s., Allah mengisyaratkan bahwa 
orang yang dapat diangkat sebagai “pejabat” harus mempunyai dua 
syarat, yaitu kuat (dalam arti memiliki kemampuan dan keahlian di 
bidangnya) dan terpercaya (dapat menjaga amanah yang 
diserahkan kepadanya).
j. Prinsip penegakan HAM.
Prinsip nomokrasi Islam dalam penegakan hak asasi 
manusia (HAM) merupakan hal yang sangat diperhatikan hal ini 
dijelaskan dalam Al-Qur’an pada surah Al-Maidah 5: 32
ا بَِغۡیِر نَۡفٍس أَۡو فََساٖد فِي  ِءیَل أَنَّھُۥ َمن قَتََل نَۡفَسۢ ٓ لَِك َكتَۡبنَا َعلَٰى بَنِٓي إِۡسَرٰ ِمۡن أَۡجِل َذٰ
ٱۡألَۡرضِ فََكأَنََّما قَتََل ٱلنَّاَس َجِمیٗعا َوَمۡن أَۡحیَاھَا فََكأَنََّمآ أَۡحیَا ٱلنَّاَس َجِمیٗعۚا َولَقَۡد 
لَِك فِي ٱۡألَۡرِض لَُمۡسِرفُوَن َجآَءۡتھُۡم ُرُسلُنَ  ۡنھُم بَۡعَد َذٰ ِت ثُمَّ إِنَّ َكثِیٗرا مِّ  ٣٢ا بِٱۡلبَیِّنَٰ
Artinya : “Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu hukum) bai Bani 
Israil, bahwa barang siapa yang membunuh seseorang, 
bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau 
karena membuat kerusakan dibumi, maka seakan-akan 
telah membuhuh semua manusia. Barang siapa yang 
memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-
akan semua manusia. Sesungguhnya rasul Kami telah 
datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-
keterangan yang jelas. Tetapi banyak diantara mereka 
yang melampaui batas di bumi”.70
Penegakan hak asasi manusia ini bukan hanya terhadap 
orang-orang Islam saja, melainkan juga terhadap orang-orang non-
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Islam. Salah satu hak asasi manusia yang paling asasi adalah hak 
untuk memeluk dan menganut suatu agama.71
B. Tinjauan Pustaka
Tinjauan Pustaka atau penelitian terdahulu merupakan acuan untuk 
penelitian selanjutnya, yang mana penelitian-penelitian tersebut digunakan 
untuk membandingkan hasil penelitiannya.Adapun beberapa penelitian 
terdahulu yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian ini 
diantaranya disajikan dalam tabel dibawah ini.
Tabel 1































Faktor yang mempengaruhi 
penegakan peraturan daerah di 
kota Makassar spil oleh 
Satuan Polisi Pamong Praja 
dalam lingkup Pemerintah 
daerah Kota Makassar yaitu 
antara lain kualitas sumber 
daya manusia serta sarana dan 
prasarana bak dalam bentuk 
kendaraan dinas maupun 
bantuan dana operasional.
Sumber : Eka Novianti Pertiwi, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.
Tabel 2
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Peraturan Daerah Kab. Bantul 
Nomor 20 Tahun 2015 tentang 
Penyelenggaraan Reklame dan 
Media Informasi oleh Satpol PP 
Kab. Bantul dilaksanakan sesuai 
dengan peraturan yang ada yaitu 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 
Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi 
Pamong Praja yang kemudian 
dalam pelaksanaan penegakan 
Peraturan Daerah Nomor 20Tahun 
2015 tentang Penyelenggaraan 
Reklame dan Media Informasi 
Satpol PP. Faktor penghambat 
yang terjadi dalam penindakan 
terhadap pelanggar Peraturan 
Daerah Nomor 20 Tahun 2015 
tentang reklame dan media 
Informasi diantaranya 
keterbatasan peralatan dalam 
mengeksekusi.
Sumber : Sulistyo Ardhi Wibowo, Skripsi, Universitas Islam Indonesia 
Yogyakarta, 2018.
Tabel 3









































Untuk dapat menghasilkan 
aparat Satpol PP yang 
professional, maka upaya yang 
dapat dilakukan adalah
memantapkan wawasan, 
keterampilan, dan performance 
SDM Satpol PP menuju sosok 
professionalisme dalam 
pelaksanaan tugas, salah 
satunya dengan cara mengubah 
sistem rekrutmen dan 
pendidikan aparat Satpol PP 
dan menjalin kerja dengan 
seluruh unsur masyarakat 
dalam upaya penyelenggaraan 
ketentraman dan ketertiban 
umum.
Sumber : Delfin Mikhael meliala, Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2003.
Keterangan:
1. Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Eka novianti pertiwi.
Persamaan dengan penelitian ang dilakukan oleh Eka novianti 
pertiwi yakni sama-sama meneliti kewenangan Satuan Polisi Pamong 
Praja dalam penegakan Peraturan Daerah.
Perbedaannya terletak pada masalah yang akan di teliti , Peneliti 
menganalisis wewenang setra fungsi Satuan Polisi Pamong Praja 
sedangkan dalam penelitian Eka novianti pertiwi meneliti hanya 
meneliti kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dan mencari faktor 
apa saja yang menjadi kendala dalam penegakan Peraturan Daerah Kota 
Makassar.Peneliti menggunakan hukum Islam sedangkan peneliti 
terdahulu tidak menggunakan hukum Islam.
2. Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian 
Sulistyo ardhi wibowo.
Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistyo ardhi 
wibowo adalah sama-sama membahas tentang tugas dan wewenang 
Satuan Polisi Pamong Praja.
Perbedaannya penelitian terdahulu menganalisis implementasi 
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media 
Informasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja sedangkan peneliti 
menganalisis tugas dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam 
menegakan Peraturan Daerah tentang Ketentraman dan Ketertiban 
Umum. Peneliti terdahulu tidak menggunakan hukum Islam tetapi 
peneliti menggunakan hukum Islam.
3. Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian 
Delfin mikhael meliala.
Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Delfin 
Mikhael Meliala adalah sama sama menganalisis kewenangan Satuan 
Polisi Pamong Praja sehingga terciptanya suatu kondisi ketentraman 
dan ketertiban umum..
Perbedaannya peneliti terdahulu mencari upaya bagaimana 
Satuan Polisi  Pamong Praja  dalam meningkatkan Profesionalismenya 
dan mengetahui bagaimana prosdur tetap (PROTAP) oprasional 
Satuan Polisi Pamong Praja sedangkan peneliti menganalisis tugas dan 
wewenang Satuan Polisi Pamong Praja, Peneliti terdahulu tidak 
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